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LAMPIRAN



DAFTAR TERJEMAH

No. Bab Hlm Terjemah
1. I 2 “: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir”.(QS Ar-Rum ayat 21)

2. II 38 “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi
Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan
karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain
atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-
akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh,
rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas.
Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah
itu melampaui batas di bumi (QS. Al-Maidah ayat 32)

3. II&IV 84,156 Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara
keduanya (suami- istri), maka kirimkanlah seorang hakam
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud
Mengadakan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi
taufik kepada keduanya.” (Q.S. An-Nisā’: 35)
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SURAT RISET
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SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN
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PEDOMAN PERTANYAANWAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Struktur dan Tenaga Ahli UPTD PPA

1. Bisa Bapak/Ibu mohon penjelasan secara umum tugas dan fungsi UPTD PPA
Kota Banjarmasin?

2. Apa saja jenis kasus konflik keluarga yang paling sering ditangani oleh UPTD
PPA?

3. Apa saja tahapan atau prosedur yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani
kasus konflik keluarga secara non-litigatif?

4. Bagaimana alur atau prosedur penanganan konflik keluarga secara non-
litigatif di UPTD PPA?

5. Siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses mediasi atau
penyelesaian non-litigatif?

6. Apakah dalam proses tersebut terdapat pendekatan berbasis nilai agama atau
budaya lokal? Jika ya, bisa dijelaskan bentuk implementasinya?

7. Bagaimana UPTD PPA mengidentifikasi dan menangani kasus yang tidak
bisa diselesaikan secara damai atau non-litigatif?

8. Sejauh mana efektivitas pendekatan non-litigasi dalam meredakan konflik dan
menjaga keutuhan keluarga menurut pengalaman UPTD?

9. Apa saja kendala internal yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani konflik
keluarga? (misal: SDM, fasilitas, pelatihan)

10. Apa kendala eksternal seperti budaya masyarakat atau kurangnya kerja sama
dengan instansi lain?

11. Apakah ada kesulitan dalam menjangkau masyarakat atau membangun
kepercayaan publik terhadap lembaga ini?

12. Strategi apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran UPTD PPA dalam
menangani konflik keluargaa?
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13. Strategi apa yang telah dilakukan atau direncanakan untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut?

14. Apakah UPTD PPA memiliki program inovatif untuk meningkatkan
efektivitas perannya dalam penyelesaian konflik keluarga?

15. Bagaimana peran kerja sama lintas sektor (dinas lain, tokoh masyarakat,
kepolisian, pengadilan agama) dalam menunjang penyelesaian konflik
keluarga?

16. Apakah UPTD PPA memiliki kegiatan edukasi atau sosialisasi untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyelesaian konflik secara
damai?

17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap penguatan peran UPTD PPA ke depan,
khususnya dalam penyelesaian konflik keluarga?

18. Apakah ada masukan atau catatan penting yang ingin disampaikan terkait
upaya memperkuat penyelesaian konflik keluarga secara non-litigatif?

B. Pertanyaan untuk Klien UPTD PPA

1. Bagaimana Ibu/Bapak pertama kali mengetahui dan mengakses layanan
UPTD PPA?

2. Apa saja proses yang Ibu/Bapak alami saat berurusan dengan UPTD dalam
menangani konflik keluarga?

3. Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap layanan UPTD? Apakah ada yang
dirasa kurang atau sangat membantu?

4. Apakah pendekatan yang diberikan UPTD sesuai dengan nilai agama atau
budaya Ibu/Bapak?

5. Bagaimana hasil akhir dari proses penyelesaian konflik yang dijalani? Apakah
ada perubahan setelahnya?

6. Apakah ada kesulitan atau hambatan selama menjalani proses di UPTD?
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7. Apa harapan atau saran Ibu/Bapak agar UPTD lebih baik dalam menangani
kasus serupa di masa depan?

8. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terhadap pendekatan dan sikap petugas
UPTD selama proses penanganan konflik?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala UPTD PPA
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Wawancara dengan Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA

Wawancara dengan Klien UPTD PPA (FFB)
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Kantor UPTD PPA Kota Banjarmasin

Ruangan Kepala UPTD PPA
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Ruangan Sekretariat UPTD PPA

Ruang Tamu UPTD PPA
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Ruangan Administrasi UPTD PPA

Ruangan Konseling
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Alur Penerimaan Kasus Langsung
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Alur Penanganan Korban UPT PPA
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Sepeda Motor Operasiobal UPTD PPA

Mobil Layanan Keliling UPTD PPA
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